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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) melibatkan empat komponen atau sub sistem 

pendukung yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam bukunya Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Prof. Muladi

menegaskan :

Di Indonesia sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik 
dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan dan lembaga koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara 
keseluruhan dan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan 
masukan (in put) menjadi keluaran (out put) yang menjadi tujuan sistem 
peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka 
pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial 
(jangka panjang).!)

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa sistem pemasyarakatan merupakan 

satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana, dan 

oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan sistem peradilan 

pidana dan pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan 

Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap

1} Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro 
Semarang, 1995, hlm. vii
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kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 

merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

ditegaskan bahwa :

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.2)

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan

Klien Pemasyarakatan.

Terhadap anak-anak pelaku tindak pidana, Pemerintah Indonesia 

memberikan perhatian khusus yaitu dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perhatian khusus mengenai perlindungan anak 

dalam undang-undang tersebut diarahkan pada aturan mengenai tindakan represif 

terhadap anak yang berprilaku menyimpang atau melakukan tindak pidana. Anak 

yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang tersebut dikategorikan Anak 

Nakal sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 :

Anak Nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau

2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
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b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik 

menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.3)

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak menurut Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan :

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan 
berdasarkan perbedaan umur, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (Delapan) 
sampai 12 (Dua Belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan 
kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan 
kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 
12 (Dua Belas) tahun sampai 18 (Delapan Belas) tahun dijatuhkan pidana. 4)

Sedangkan ancaman pidana terhadap anak yang dijatuhi pidana

ditentukan :

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama lA (satu per dua) dari

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.5)

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana

dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a paling lama Vi (satu per dua) dari

maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. 6)

Selanjutnya maksud dari perbedaan ancaman pidana tersebut ditegaskan :

Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang ini 
dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat 
menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan

3) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
4) Penjelasan Umum (alenia 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

^ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomr 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pengadilan Anak
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tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui 
pembinaan, akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, 
bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara.

Dalam proses peradilan perkara anak nakal menurut undang-undang 

tentang Pengadilan Anak wajib di sidangkan dalam peradilan khusus anak. Mulai dari 

penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan dilakukan oleh pejabat 

khusus yaitu Penyidik anak, Jaksa anak, Hakim anak, dan Anak Nakal yang oleh 

Hakim diputuskan untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga 

Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.

Perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi anak Pelaku atau 

terlibat tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pengadilan 

Anak dan undang-undang tentang Pemasyarakatan yaitu adanya Petugas 

Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang melakukan 

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan yang oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien 

Pemasyarakatan, dan Petugas Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

berstatus sebagai Pejabat fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di 

bidang pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Selanjutnya ditegaskan dalam

75 Penjelasan Umum (alenia 7) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.
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undang-undang tentang Pengadilan Anak, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari 

Balai Pemasyarakatan bertugas :

a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim 
dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak 
dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan 
putusan pengadilan di jatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana 
denda di serahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau 
anak memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.8)

Dengan demikian kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sangat 

menentukan dalam pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai ujung tombak dalam upaya perlindungan

anak nakal Pelaku atau terlibat tindak pidana. Namun bagaimana sesungguhnya

peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bagaimana efektivitias pelaksanaan 

tugas Petugas Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masih 

memerlukan penelitian lebih mendalam.

Secara teoritis keberhasilan penegakan hukum di pengaruhi oleh paling 

sedikit empat faktor sebagai berikut :

a. Ketentuan hukum yang dijadikan pedoman pelaksanaan tugas akan 
menyangkut masalah sinkronisasi aturan hukum yang satu dengan yang 
lain;

b. Aparatur/petugas hukum akan menyangkut kuantitas dan kualitas 
manusianya yang di pengaruhi oleh nilai-nilai dan orientasi yang dianut;

c. Fasilitas atau sarana penunjang pelaksanaan tugas penegak hukum ;
d. Budaya yang menyangkut sikap tindak petugas dan masyarakat' sebagai 

adressat hukum, apakah mendukung atau tidak dalam penegakan hukum. 9)

^ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
} Soeijono Soekanto dan Mustafa Abduilah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat 

Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 14-16
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Berdasarkan latar belakang dan alasan teoritis tersebut di atas, cukup 

menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi 

ini, dengan judul “ PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) 

DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI

PELAKU “

Peranan selalu dikaitkan dengan kedudukan tertentu dan dalam hal ini 

kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses Peradilan Anak. Peranan

atau role dapat diartikan sebagai:

1. Aspek dinamis dari kedudukan.

2. Perangkat hak dan kewaj iban-kewaj iban.

3. Prilaku aktual dari pemegang kedudukan.

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang (peranan). 10)

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian seperti yang telah 

dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian dan 

penyusunan skripsi ini berhubungan dengan peranan Petugas Pemasyarakatan pada 

Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kedudukan, fungsi dan tugasnya dalam proses 

peradilan anak serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) dalam menjalankan peranannya.

Agar apa yang menjadi tujuan perlindungan anak dan tujuan sistem 

pemasyarakatan dapat diwujudkan, maka adalah sangat penting untuk mendudukkan



7

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada kedudukan yang sesuai dengan peranannya, 

dan mengatasi berbagai faktor penghambat bagi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Hal ini juga menjadi amat penting 

mengingat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan ujung tombak dalam 

pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Proses Peradilan

Pidana Anak ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi Balai Pemasyarakatan di dalam

menjalankan peranannya ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sehubungan dengan 

kedudukannya yang sangat penting, sebagai ujung tombak pelaksanaan dan 

penegakan Undang-Undang Pengadilan Anak.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) dalam menjalankan peranannya dalam Proses Peradilan Anak.

I0) Soeijono Soekanto, Kamus Sosiologi, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 308
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diarapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis;

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam 

pengayaan ilmu pengetahuan khususnya tentang Balai Pemsyarakatan (BAPAS).

2. Manfaat Praktis;

Ditujukan kepada penegak hukum, agar lebih bijaksana dan mempertimbangkan 

tidak hanya segi yuridis formal saja, tetapi juga aspek perlindungan anak dalam 

menangani perkara anak nakal.

E. Metodologi Penelitian

Agar penelitian memperoleh hasil yang optimal dilengkapi dengan data-

data yang akurat, maka penulis menentukan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang, 

Kejaksanaan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Palembang, Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Pakjo Palembang dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 

Palembang sesuai dengan judul dan masalah penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang tidak 

menguji hipotesa, dengan mengumpulkan data di lapangan mengenai pelaksanaan
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tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam proses peradilan anak 

dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sesuai dengan sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mencari gambaran tentang peranan Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) dan pembimbingan anak di Balai Pemasyarakatan

(BAP AS) Palembang.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu 

mencari dan mengumpulkan data dari bahan-bahan kepustakaan, dan pendekatan 

yuridis empiris yaitu mencari dan mengumpulkan data di lapangan dan

wawancara.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Primer, adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

di lapangan.

— Data Sekunder, adalah data-data yang di peroleh dari penelitian 

kepustakaan.

2. Sumber Data

Data Primer di peroleh dengan melaksanakan wawancara dengan berbagai 

pihak yang terkait langsung dalam proses peradilan anak dan
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pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) Palembang.

- Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum meliputi : 

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, Kitab Undang-undang Hukuk Acara Pidana, Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan

pelaksananya.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder

yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah,

tulisan-tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.

c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan 

penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yakni berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus 

Sosiologi.
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5. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang terkait 

dengan proses peradilan Pidana Anak, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan 

Anak dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan 

pertimbangan responden petugas yang terkait dan berpengalaman dengan 

pengetahuan mengenai pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam mendapatkan data sekunder penulis melakukan cara dengan 

mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur, buku-buku yang berelevansi 

dengan materi yang akan di bahas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk menunjang data sekunder maka penulis melakukan penelitian lapangan 

dengan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal-hal penting yang 

diperoleh di lapangan sesuai lokasi penelitian.

7. Teknik Penyajian dan Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis menyajikan data berbentuk uraian, 

kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yang bertujuan 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini terjawab dengan jelas dan 

analisa data dilaksanakan terhadap semua data.

agar apa yang

proses
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